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Pendahuluan

Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Tingginya
permintaan pasar nasional maupun internasional, menyebabkan ekspansi perkebunan kelapasawit
semakin meluas di Indonesia. Ekspansi yang terjadi diakibatkan permintaan ekspor yang besar dan
juga peringkat Indonesia sebagai negara pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Hal ini
menyebabkan terjadinya deforestasi secara masif dan menyebabkan penurunan luas hutandi

Indonesia.

Terjadinya deforestasi yang sangat masif dan luas memberikan dampak yang sangatburuk
bagi keberlangsungan hutan alami dan juga berpengaruh sangat besar terhadap terjadinya

perubahan iklim di dunia. Deforestasi hutan yang terjadi Indonesia berujung pada penolakan baik
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terhadap perusahaan yang disinyalir sebagai pelaku deforestasi hutan di Indonesia, bahkan
menimbulkan pengambilan sikap penolakan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap komoditas

produk kelapa sawit Indonesia yang dianggap sebagai penyebab deforestasi hutan.

Penulis mengangkat kasus perseteruan Greenpeace Indonesia dengan Wilmar International
dan juga sikap yang diambil Uni Eropa terhadap komoditas produk ekspor kelapa sawit Indonesia
sebagai wujud penolakan terjadinya deforestasi hutan Indonesia. Penulis menemukan beberapa
jurnal dan penelitian mengenai kasus ini, namun penulis belum menemukan adanya jurnal yang
mengaitkan langsung deforestasi hutan Indonesia terhadap aktor Institusi negara serta aktor negara

dan aktor regional.

Pembahasan

Dalam tulisan ini, penulis mengangkat kasus perseteruan Greenpeace Indonesia dan
Wilmar International serta sikap Uni Eropa terhadap komoditas produk kelapa sawit Indonesia,
penulis menggunakan teori yang diusung oleh Margareth Keck dan Kathryn Sikkink yaitu teori
Transnational Advocacy network. Pemaparan mengenai aktor internasional ketika melakukan
perlawanan dengan menciptakan sebuah struktur jaringan yang terbentuk tidak hanya dalam skala
domestik, melainkan juga secara transnasional untuk menekan atau mempengaruhi sebuah aktor
dalam melakukan pembuatan kebijakannya.! Penulis memposisikan Greenpeace Indonesia dan
Uni Eropa sebagai unit analisis sedangkan Wilmar International dan Indonesia sebagai aktor
targetnya. Selanjutnya penulis juga menggunakan teori proteksionisme untuk menulis mengenai
sikap Uni Eropa terhadap komoditas produk kelapa sawit Indonesia. dalam buku Dominick
Salvatore (1989,764) Proteksionisme merupakan kebijakan ekonomi yang diberlakukan untuk
membatasi sistem perdagangan tiap aktor negara lewat tata cara perdagangan, pemberlakuan tarif
pajak masuk barang impor, pembatasan kuota, dan bahkan larangan impor.? level analisis yang
digunakan oleh penulis berupa Infernational level dengan unit analisis negara dan institusi

internasional yaitu Indonesia, Greenpeace Indonesia dan Uni Eropa.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan mengenai kenaikan ekspansi lahan
perkebunan sawit meningkat sekitar 2,77 persen sampai 4,70 persen per tahunnya dan tercatat

pernah mengalami penurunan pada tahun 2016 yang hanya sebesar 0,52 persen. Hingga 2016
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tercatat total deforestasi yang terjadi di Indonesia sebanyak 12,30 juta Ha.®> Perkembangan
ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit yang sangat masif tersebut sangat berdampak pada

kelestarian hutan yang terpaksa harus dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit adalah Wilmar International.
Perusahaan asal singapura ini, merupakan produsen produk dari kelapa sawit dengan area
perkebunan terbesarnya berada di Indonesia. Wilmar International memegang kendali atas 40
persen pasokan produk dari kelapa sawit. Wilmar International terbukti sebagai pelaku yang
bertanggung jawab atas terjadinya deforestasi hutan di Indonesia. Pernyataan ini dibuktikan oleh
Greenpeace Indonesia pada tahun 2018 bahwa kebanyakan pasokan bahan baku yang diperoleh
oleh Wilmar International berasal dari pihak ketiga.* Greenpeace Indonesia menggunakan internet

sebagai wadah untuk mengekspos kasus deforestasi yang merujuk pada Wilmar International.

Sebagai salah satu Non-Governmental Organization (NGO), Greenpeace Indonesia yang
bergerak dibidang lingkungan menaruh perhatiannya untuk menekan laju deforestasi yang terjadi
di Indonesia terutama yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit. Untuk mengatasi
permasalahan ini, Greenpeace Indonesia menerapkan metode advokasi seperti publikasi secara
besar-besaran mengenai laporan yang ditujukan kepada Wilmar International, dan bahkan
melakukan kampanye anti deforestasi hutan yang ditujukan langsung kepada Wilmar
International. Greenpeace Indonesia menyebut bahwa Wilmar International merupakan pelaku
praktik deforestasi sebagai dampak dari produksi produk kelapa sawit yang dilakukan Wilmar

International.

Untuk melawan Wilmar International, Greenpeace mengekspos laporan yang dapat diakses
langsung oleh umum pada situs mereka. Dari laporan yang di ekspos tersebut, Greenpeace
Indonesia memaparkan bahwa, Wilmar International selain menjadi pihak yang
memperdagangkan komoditas produk kelapa sawit yang bertanggungjawab terhadap deforestasi
hutan Indonesia, Wilmar International juga merupakan tujuan utama untuk memasarkan produk
dari produsen-produsen ke tiga menuju pasar global.’ Hal ini memperkuat pernyataan Greenpeace

Indonesia mengenai keterlibatan Wilmar International terhadap deforestasi hutan Indonesia.

Untuk menarik perhatian publik, Greenpeace Indonesia kemudian menciptakan kampanye
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yang berisikan atau bertemakan dampak deforestasi hutan yang dilakukan oleh Wilmar
International. Pada tahun 2013 Greenpeace Indonesia melakukan penggunaan narasi mengenai
dengan adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran, berdampak pada
penurunan secara drastis populasi hewan, dengan berfokus pada harimau Sumatera dan orang utan.
Greenpeace juga menyinggung akibat dari deforestasi juga terjadi pembakaran lahansebagai
bentuk metode yang digunakan dalam pembukaan lahan dan menyebabkan terjadinya penyakit
infeksi saluran pernafasan. Dengan diberlakukannya kampanye tersebut perhatian publik berhasil
didapatkan dan juga mampu membuka peluang agar Wilmar International membuka suara dan

melakukan dialog.

Melalui data yang dikumpulkan oleh Greenpeace Indonesia tuduhan terhadap Wilmar
International mendapat pasokan kelapa sawit merupakan hasil deforestasi hutan mendapatkan
balasan dari Wilmar International. Untuk melawan pernyataan dari Greenpeace Indonesia, Wilmar
International merangkul konsultan yang berfokus pada isu yang berhubungan dengan perubahan
iklim yaitu aid environment.® Pada tahun 2018, Wilmar International kemudian mengambil
keputusan untuk berkomitmen hingga akhir 2019 untuk memantau seluruh pemasok kelapa
sawitnya yang dituding melakukan deforestasi. Kejadian ini kemudian menunjukkan bahwa
sebagai NGO, Greenpeace Indonesia mampu memberikan tekanan terhadap perusahaan raksasa

sebagai produsen minyak kelapa sawit dunia Wilmar International.

Tidak hanya menimbulkan pergunjingan antara Wilmar International dan Greenpeace
Indonesia, deforestasi hutan akibat perkebunan kelapa sawit juga menjadi salah satu penyebab Uni
Eropa memboikot atau mengeluarkan kebijakan untuk melarang dan menolak Crude Palm Oil
(CPO) dan produk turunannya yang berasal dari Indonesia. Pada tahun 2017, Resolusi Parlemen
Eropa yang dikeluarkan tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforest atau MinyakKelapa
Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan.” Uni Eropa menganggap bahwa, kelapa sawit Indonesia
merupakan hasil dari deforestasi hutan yang menyebabkan perubahan iklim, sedangkan Uni Eropa

berorientasikan pada sumber energi terbarukan.

Resolusi yang dikeluarkan Uni Eropa tertujukan pada kelapa sawit dari Malaysia dan

Indonesia sebagai produsen terbesar minyak kelapa sawit dengan perkiraan sebanyak 85 hingga
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90 persen pasokan global berasal dari kedua negara tersebut.® Resolusi ini menyatakan tindakan
diskriminasi terhadap negara pengekspor minyak kelapa sawit. Permasalahan deforestasi hutan ini
menjadi kemudian menyebabkan Uni Eropa melakukan rancangan mengenai energi terbarukan
yang berdampak terhadap negara pengekspor sawit dengan produk turunan berupa biofuel dari

sawit.

Sebelumnya, Pada tahun 2013 Uni Eropa juga memberlakukan hambatan non tarif
terhadap produk hasil kelapa sawit Indonesia. Hal ini terjadi karena pemberlakuan kebijakan
terhadap minyak kelapa sawit yang masuk ke Uni Eropa harus disertakan dengan sertifikat
berkelanjutan mengenai minyak kelapa sawit yang ditetapkan oleh Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO) yang merupakan lembaga independen yang berisikan aktor dibalik produsen,

penjual, bank dan investor.’

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya resolusi dan hambatan non tarif tersebut adalah
karena adanya kampanye negatif terhadap sawit Indonesia yang dituduh tidak ramah Lingkungan
dan menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi serta pelanggaran HAM. Kampanye negatif
ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk tetap melakukan ekspor kelapa sawit. Pemberlakuan
resolusi dan hambatan non tarif ini sangat berdampak pada komoditas ekspor kelapa sawit yang
harus terkendala dan menyebabkan industri kelapa sawit indonesia menjadi terganggu karena

kehilangan pasar terbesarnya.

Uni Eropa melabeli produk dari kelapa sawit Indonesia dan turunannya merupakan produk
tidak ramah lingkungan dan dianggap barang yang merusak. Sehingga di beberapanegara di
Eropa, produk kelapa sawit Indonesia dan turunannya dikenakan pajak masuk tambahan karena
anggapan merusak sama seperti produk alkohol. Tuduhan yang dilontarkanoleh Uni Eropa di

sanggah oleh Pemerintah Indonesia secara tegas.

Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan sertifikasi terhadap produk dari kelapa
sawit Indonesia dan turunannya dalam jangka waktu yang panjang. Hingga pada pertengahan
tahun 2011, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan peraturan mengenai indeks ketentuan
kelapa sawit Indonesia yang tergabung dalam wujud kebijakan berkelanjutan minyak kelapa sawit

Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).!° Pemberlakuan ISPO oleh Pemerintah
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Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan persaingan produk dari kelapa sawit Indonesia
dan turunannya di pasar dunia dan menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Indonesia turut

dalam pembuatan kebijakan untuk mengurangi industri yang merusak iklim dan

deforestasi hutan. Sehingga wajib bagi seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia untuk

mengikuti kebijakan ISPO.

Salah satu kepentingan Nasional Indonesia adalah kemakmuran bangsa. Sebagai komoditi
terbesar dalam ekspor, kelapa sawit mampu memberikan dampak yang cukup baik dalam
perekonomian Indonesia. Namun untuk mencapai kepentingan nasionalnya, Indonesia harus
melakukan interaksi terhadap tiap-tiap negara. Untuk itu dibutuhkan juga serangkaian kebijakan
luar negeri. Untuk itu dalam mengatasi sikap Uni Eropa terhadap komoditas produk kelapa sawit
Indonesia, Indonesia harus mampu meyakinkan pasar dunia tentang kelapa sawit miliknya dengan
memberlakukan kebijakan ISPO sehingga mampu bersaing di pasar dunia. Indonesia juga harus
mengawasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di dalam negeri untuktidak melakukan

deforestasi dan ekspansi secara berlebihan terhadap hutan dan menjadi penyebab perubahan iklim.

Penutup

Deforestasi terhadap hutan Indonesia berada pada angka yang sangat mengkhawatirkan.
Alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit mengancam keberlangsungan
keanekaragaman hayati yang terdapat pada hutan Indonesia. Tidak dapat dipungkiri perusahaan
raksasa di bidang perkebunan kelapa sawit Wilmar International dituding sebagai pelaku
deforestasi Hutan di Indonesia. Reaksi penolakan dan Kampanye pun dilakukan oleh Greenpeace
Indonesia untuk mendesak Wilmar International mengakui deforestasi yang dilakukannya. Upaya
yang dilakukan oleh Greenpeace berhasil menekan Wilmar International yang kemudian
mengeluarkan kebijakan untuk memantau seluruh pasokan kelapa sawitnya yang terindikasi hasil

dari deforestasi hutan Indonesia.

Permasalahan deforestasi Hutan Indonesia juga berujung pada sikap penolakan Uni Eropa
terhadap komoditas produk kelapa sawit Indonesia. Mulai dari penerapan hambatan non tarif pada
2013 terhadap impor produk kelapa sawit Indonesia dan turunannya, serta resolusi parlemen
tentang minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan. Uni Eropa menuding Indonesia
melakukan deforestasi dan penyebab terjadinya perubahan iklim. Namun Indonesia membantah

melakukan deforestasi dan mengeluarkan kebijakan berkelanjutan minyak kelapa sawit Indonesia




atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk mengembalikan kepercayaan pasar dunia
sehingga Indonesia mampu bersaing kembali dan juga Indonesia turut serta dalam melaksanakan

mengurangi industri yang menyebabkan perubahan iklim agar lebih ramah lingkungan.
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